KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARAN/JASA PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang

Mengingat

- a.

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Kepulauan dalam pengelolaan pengadaan
barang/jasa Pemerintah dipandang perlu menunjuk Pegawai
Negeri Sipil yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang
Pengadaan barang/jasa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna
Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe
Kepulauan tentang Penetapan Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara




10.

1.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6995);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 213, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah



Menetapkan

KESATU

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2023 Tentang Perbubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020
Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekeretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Menetapkan Sdr(i). Sarida, S.Sos., M.M. dengan
NIP.198305192010122002 sebagai Pejabat Pengadaan



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Barang/Jasa Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

diberikan honorarium sebesar Rp.680.000 (Enam Ratus Delapan

Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak ditetapkan

sampai dengan bulan Desember 2026.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU bertugas :

a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/jasa;

b. menetapkan dokumen pengadaan;

c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap
penawaran yang masuk;

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian

Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe

Kepulauan Tahun Anggaran 2026.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

ttd

WASIL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,




